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BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR13 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

BUPATI KERINCI, 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kerinci 2 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai 
Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 108); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perindang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perindang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan. dan Kinerja Instansi Pemerintah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif penempatan Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan. Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan 	Daerah Nomor 	15 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 
Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2019 Nomor 15); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Derah Kabupaten Kerinci Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2021 Nomor 2); 

22. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Berita daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2019 Nomor 51); 



23. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Berita daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN 	BUPATI 	TENTANG 	PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun aggaran 2020 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Ash Daerah 	 Rp 	81.665.603.731,87 

b. Pendapatan Dana Perimbangan 	Rp 1.069.284.551.197,77 

c. Lain-lain Pendapatan PAD yang sah Rp 
	52.646.990.000,00 

Jumlah Pendapatan 
	

Rp 1.203.597.144.929,64 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 	 Rp 	445.860.856.513,00 
2) Belanja Subsidi 	 Rp 	 0,00 
3) Belanja Hibah 	 Rp 	10.601.923.778,00 
4) Belanja Bantuan Sosial 	Rp 	 0,00 
5) Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/ kabupaten/ 
Kota dan Pemerintah Desa 	Rp 	307.184.371.131,00 

6) Belanja Tak Teduga 	 Rp 	1.880.420.000,00  
Rp 	765.527.571.422,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 	Rp 	765.527.571.422,00 

Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Surplus/ (defisit) 

3. Pembiayaan 

Penerimaan 

Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

SILPA tahun berkenan  

Rp 	48.381.596.086,00 
Rp 	198.924.181.014,50 
Rp 216.757.886.476,50 

Rp 464.063.663.577,00 

(Rp 25.994.090.069,36) 

69.740.024.945,57 

8.120.000.000,00 

61.620.024.945,57 

35.625.934.876,21 

b. 

a.  

b.  

Rp 

Rp 

Rp 

Rp  

Pasal 2 

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati mi. 
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